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ABSTRAK

Industri minyak goreng di Indonesia memiliki struktur pasar oligopolistik
yang membuka ruang terjadinya praktik kartel, penetapan harga, dan pembatasan
distribusi yang merugikan konsumen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan
mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam
penanganan perkara minyak goreng oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 dan Putusan Nomor
15/KPPU-1/2022 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah,
transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan.
Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peraturan pelaksana, putusan KPPU terkait
minyak goreng, literatur hukum persaingan usaha, serta wawancara dengan pejabat
KPPU. Data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk mengkaji
hubungan antara norma hukum positif, pertimbangan hukum dalam putusan, dan
prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dalam kedua putusan tersebut telah menegaskan larangan
praktik persaingan usaha tidak sehat, namun efektivitasnya masih menghadapi
kendala pada aspek pembuktian dan efek jera. Dari perspektif hukum ekonomi
syariah, pertimbangan KPPU mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan,
meskipun penguatan aspek transparansi dan perlindungan konsumen masih
diperlukan guna mewujudkan sistem persaingan usaha yang lebih adil dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Kartel, Minyak Goreng, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999, KPPU, Hukum Ekonomi Syariah.



ABSTRACT

Indonesia’s cooking oil industry is characterized by an oligopolistic market
structure that creates room for cartel practices, price fixing, and distribution
restrictions that harm consumers. This condition raises questions about the
effectiveness of the implementation of Law Number 5 of 1999 in handling cooking
oil cases by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This study
aims to analyze the application of Law Number 5 of 1999 in KPPU Decision
Number 24/KPPU-1/2009 and Decision Number 15/KPPU-1/2022 and to assess
their conformity with the principles of justice, amanah (trustworthiness),
transparency, and maslahah (public interest) in Islamic economic law.

This research employs a qualitative method with a normative juridical
approach through statutory and case approaches. Data are obtained from primary,
secondary, and tertiary legal materials, including Law Number 5 of 1999,
implementing regulations, KPPU decisions related to cooking oil, literature on
competition law, as well as interviews with KPPU officials. The data are analyzed
qualitatively using deductive reasoning to examine the relationship between
positive legal norms, legal reasoning in the decisions, and the principles of Islamic
economic law.

The findings indicate that the implementation of Law Number 5 of 1999 in
both decisions reaffirms the prohibition of unfair business competition practices,
but its effectiveness still faces obstacles in terms of evidence and deterrent effect.
From the perspective of Islamic economic law, KPPU'’s considerations reflect the
values of justice and maslahah, although strengthening transparency and consumer
protection is still required to realize a fairer and more sustainable system of
business competition.

Keywords: Business Competition, Cartel, Cooking Oil, Law Number 5 of 1999,
KPPU, Islamic Economic Law.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan
< Ba B Be
< Ta* T Te
& Sa‘ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
% Ha‘ H
bawah)
z Kha* Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra‘ R Er
J Zai Z Zet




o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
Ul Sad S
bawah)
de (dengan titik di
o= Dad D
bawah)
te (dengan titik di
L Ta‘ T
bawah)
zet (dengan titik di
L Za‘ V4
bawah)
& "Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
< Fa‘ F Ef
3 Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
J Lam L ‘el
5) Mim M ‘em
o Nun N ‘en
K Waw w w
° Ha‘ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
s Ya‘ Y Ye




B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

53325 Ditulis Muta‘addidah
sie Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ks Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

sy sll) cul S

Ditulis

Karamabh al-Auliya‘

Bila ta‘® marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

hdil 4S5 Ditulis Zakah al-Fitri
1. - Fathah Ditulis A
2. = Kasrah Ditulis |
3. - Dammah Ditulis U

Xi




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis a
1.
[ VENY Ditulis Istihsan
Fathah + ya‘ mati Ditulis a
2.
il Ditulis Unsa
Kasrah + ya“ mati Ditulis 1
3.
& st Ditulis al-*Alwani
Dammah + wawu
Ditulis a
4, mati
Ditulis ‘Ulim
oske
F. Vokal Rangkap
ai
Fathah + ya™ mati Ditulis
1.
g Ditulis
Gairihim
au
Fathah + wawu mati Ditulis
2.
Js8 Ditulis
Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

(.,ssﬁ Ditulis A‘antum
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Gacd Ditulis U‘iddat

NG| Ditulis La‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf Qamariyyah

ol 3 Ditulis al-Qur‘an

osall Ditulis al-Qiyas

b. Bila di ikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)

nya

Al ) Ditulis ar-Risalah

£l Ditulis an-Nisa*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

IV Jal Ditulis Ahl ar-Ra‘yi

audl Jdal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital
Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk
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menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah
huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ol Al 43 d)-‘i dﬂ\ Obas)56% Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi-al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Stabilitas pasokan dan harga minyak goreng domestik merupakan isu strategis

' Pemerintah telah

dalam ketahanan pangan nasional Indonesia.
mengimplementasikan tiga instrumen kebijakan tata kelola baru untuk
menjamin  ketersediaan minyak goreng yang terjangkau  bagi
masyarakat. > Kebijakan perdagangan minyak sawit di Indonesia
menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui Domestic
Market Obligation (DMO) dengan target pasokan 250 ribu ton per bulan,
pengaturan harga minyak goreng di berbagai tingkat distribusi melalui
Domestic Price Obligation (DPO), serta pengawasan rantai pasok
menggunakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) didukung

oleh keterlibatan aktif BUMN Pangan dalam distribusi tingkat pertama dan

kedua.’

! Arsad Ddin, “Target Produksi Minyak Goreng Naik 3 Kali Lipat, PTPN Siap Penuhi
Kebutuhan Nasional,” HAI SAWIT Indonesia, 2025, https://haisawit.co.id/news/detail/target-
produksi-minyak-goreng-naik-3-kali-lipat-ptpn-siap-penuhi-kebutuhan-nasional.

2 Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak
Goreng Rakyat” (2024), https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2024/PERMENDAG 18 Tahun
2024 - Selesai.pdf.

3 Paspi Monitor, “Artikel Diseminasi & Policy Brief,” Artikel Diseminasi 2018, no. 09
(2023).



Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari permasalahan persaingan
usaha dalam industri minyak goreng yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat indikasi praktik
monopoli dalam distribusi minyak goreng, khususnya di tingkat D1 dan D2,
dimana satu pelaku usaha menguasai jalur distribusi yang memungkinkan
manipulasi pasokan dan harga.*Fenomena ini bertentangan dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut,
yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha
untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran.

Kompetisi bisnis yang intens untuk menguasai dan mempertahankan
posisi dominan dalam suatu pasar serta meraih keuntungan sering kali menjadi
faktor utama yang mendorong munculnya praktik monopoli dan persaingan
usaha yang tidak sehat.’Persaingan usaha yang tidak sehat ini tidak hanya
menimbulkan berbagai permasalahan pasar, seperti pengaturan harga dan
pembatasan distribusi, tetapi juga berdampak negatif bagi pelaku usaha kecil
yang semakin terpinggirkan.’Kondisi ini memperkuat kesenjangan ekonomi

antar pelaku usaha dan melemahkan mekanisme persaingan yang adil dan sehat.

4 Naila Kamila Rahman et al., “Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri
Minyak Goreng : Studi Kasus Putusan KPPU No . 15/ KPPU-1/2022” 3, no. 3 (2025): 711-18.

5 Destiananda Suksesa Pratiwi et al., “Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022,”
Jurnal Economina 2 (2023): 3688-96.

6 Viranti Nur Ikhwan, Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana, “Penegakan Hukum Terhadap
Praktik Kartel Dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan,” Journal of Law and Security
Studies 2, no. 1 (2025): 42—57, https://doi.org/10.31599/znp59k42.



Kartel di Indonesia adalah praktik kerja sama antara pelaku usaha
sejenis yang bertujuan mengendalikan pasar dengan mengatur harga, produksi,
atau distribusi guna menghilangkan persaingan sehat.” Larangan praktik kartel
diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan menjadi salah satu
bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi di Indonesia.® Sejarah
praktik kartel di Indonesia telah tercatat dalam berbagai sektor sejak
diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berbagai kasus kartel
yang telah ditangani KPPU meliputi kartel garam di Sumatera Utara (2005),
kartel penetapan layanan tarif short message service (SMS) (2004-2008), kartel
minyak goreng curah (2009-2010), kartel penetapan harga tiket dalam Fuel
Surcharge (2006-2009), kartel obat hipertensi jenis amplodipine besylate
(2010).°

Kasus kartel yang terdokumentasi menunjukkan betapa praktik ini
merugikan pasar dan konsumen dengan membatasi persaingan dan mengatur
harga harga secara Bersama. Kartel dianggap sebagai praktik yang sangat
merugikan perekonomian karena menghilangkan persaingan sehat dan

menimbulkan konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pelaku

7KPPU, “Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat,” Kppu, vol. 4, 2010.

8 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang No 5 Tahun 1999” (1999).

° BP Lawyers, “Kilas Balik 5 Kasus Kartel Terbesar Di Indonesia,” BP Lawyers, 2017,
https://bplawyers.co.id/2017/02/24/kilas-balik-5-kasus-kartel-terbesar-di-indonesia/.



usaha.!®Dalam konteks hukum, kartel merupakan bentuk pelanggaran serius
dan terus mendapat perhatian dari KPPU serta lembaga penegak hukum
lainnya untuk mencegah dan menindak praktik semacam itu.'!

Praktik monopoli dan kartel khususnya dalam industri minyak goreng
di Indonesia telah menjadi sorotan akibat dampak buruknya bagi konsumen
dan pelaku usaha secara umum. Dalam konteks hukum, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat berperan penting dalam mengatur dan menindak pelaku
usaha yang melakukan praktik tersebut.'?

Kasus pelanggaran persaingan usaha dalam penjualan minyak goreng
kemasan di Indonesia tampak jelas dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-
1/2022."* Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng pada Oktober 2021
hingga pertengahan 2022 diduga kuat disebabkan praktik penimbunan oleh 27
kelompok pelaku usaha, yang mengganggu pasokan dan menimbulkan

ketidakstabilan harga. Pada 26 Mei 2023, KPPU memutus perkara tersebut dan

dari 27 terlapor hanya 7 perusahaan yang dinyatakan melanggar Pasal 19 huruf

10 Nadila Yunita Maharani et al., “Dampak Kartel Ayam Terhadap Struktur Pasar Dan
Persaingan Usaha Di Indonesia: Analisis Ekonomi Pasca Kasus 2016,” Kajian Ekonomi Dan
Akuntansi Terapan 1, no. 4 (2024): 148-59, https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.642.

! Yyniar Hayu Wintansari, “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di
Indonesia,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020): 895-911, https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art10.

12 Wafiya Wafiya, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2015):
657-80, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323.

13 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-1/2022”
(2022).



¢ UU No. 5 Tahun 1999 terkait pembatasan peredaran atau penjualan barang,
dengan total denda kumulatif sebesar Rp71.280.000.000,-.'*

Di samping perkara tersebut, KPPU sebelumnya telah memutus dugaan
kartel minyak goreng melalui Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 yang
melibatkan sejumlah pelaku usaha besar dalam industri minyak goreng
nasional.'® Putusan ini mengkonfirmasi adanya koordinasi penetapan harga
dan pengaturan produksi yang berpotensi menghambat persaingan serta
menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga menunjukkan bahwa
persoalan kartel minyak goreng bukanlah fenomena insidental, melainkan
problem yang bersifat berulang dalam jangka Panjang.

Dalam praktik bisnis, meskipun kartel dapat memberikan keuntungan
bagi para pelaku usaha, dampak negatif yang timbul akibat praktik ini harus
dikaji secara mendalam. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
melarang perjanjian antar pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk
mengendalikan harga melalui pengaturan produksi dan pemasaran barang atau
jasa, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.!Beberapa negara bahkan menggolongkan praktik kartel

sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) akibat bahayanya yang

4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “KPPU Jatuhkan Putusan Atas Perkara
Minyak Goreng Di Indonesia,” Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2023,
https://kppu.go.id/blog/2023/05/kppu-jatuhkan-putusan-atas-perkara-minyak-goreng-di-indonesia/.

15 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-1/2009”
(2009).

16 Renata Christha Auli, “Larangan Praktik Monopoli Lengkap Dengan Sanksinya,”
Hukum Online.Com, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-
lengkap-dengan-sanksinya-1t64213618718fa/.



sangat besar bagi kestabilan ekonomi nasional. Dalam konteks penjualan
minyak goreng di Indonesia, dugaan praktik kartel yang terjadi menyebabkan
kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan, merugikan konsumen dan
pelaku usaha kecil.!”

Dalam perspektif hukum Islam, Kartel atau penimbunan barang dikenal
dengan istilah ihtikar. '® Perilaku ihtikar telah ada sejak zaman Nabi
Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahkan membentuk sebuah lembaga
pengawas khusus yang disebut Hisbah atau Muhtasib, yang bertugas
mengontrol harga barang di pasaran. Syariat Islam memandang praktik kartel
dan penimbunan sebagai tindakan yang amat tercela dan dilarang
keras.!’Sebagaimana tertulis dalam ayat 7 surat Al-Hasyr di dalam Al Quran:?°

e e lie Yl Al 05 Y (S

Menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan

orang kaya saja, melainkan harus tersebar hingga ke masyarakat yang kurang

mampu. Ar-Razy dalam tafsirnya, Mafatihul Ghaib, menegaskan pentingnya

17 Sari, Penelitian, and Ekonomi, “Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia Effort To
Disclose Cartels In Indonesia Pasar Anti-Persaingan Di Mana Pelaku Usaha Menghilangkan
Persaingan . Di Indonesia , Praktik Yang Ditangani Selama Periode 18 Tahun , Yaitu Berlaku Saat
Ini Dinilai Belum .”

'8 Bonita Izwany and Sabrul Jamal, “Ihtikar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,”
Jurnal Tahqgiga 15, no. 1 (2021): 38—49.

19 Ma’ruf Amin, Fikih Persaingan Usaha (Jakarta : Lakpesdam PBNU., 2019, n.d.).

20 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qs. Al Hasyr: 7,” Quran Kemenag, n.d.,
https://quran.kemenag.go.id/.



distribusi harta secara merata agar orang miskin juga dapat hidup dari harta
kaum kaya.?'Rasulullah SAW juga bersabda?
RA ) iy Y

Oleh karena itu, hukum Islam sangat mengecam praktik kartel dan
penimbunan, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk bertindak dengan
kejujuran, rasa empati terhadap konsumen, dan mengutamakan kemaslahatan
bersama dibandingkan keuntungan pribadi atau kelompok semata.??

Dalam konteks modern, praktik kartel minyak goreng di Indonesia
dapat dipandang sebagai manifestasi ihtikar kontemporer yang merugikan
konsumen dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam terkait keadilan
distribusi kekayaan. Fenomena ini terlihat dari dominasi pasar oleh sejumlah
perusahaan besar yang secara terstruktur mengendalikan produksi dan
distribusi minyak goreng, sehingga menyebabkan fluktuasi harga dan
kelangkaan di pasar. Praktik kartel tersebut tidak hanya menghambat akses
masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, terhadap kebutuhan pokok,
tetapi juga menghilangkan pilihan yang adil bagi konsumen, berlawanan

dengan nilai moral hukum Islam yang menekankan pemerataan kekayaan dan

2INU.or.id, “Tafsir Mafatihul Ghaib: Kitab Pembela Paham Ahlussunah Wal Jamaah,” NU Online,
2024, https://www.nu.or.id/pustaka/tafsir-mafatihul-ghaib-kitab-pembela-paham-ahlussunah-wal-jamaah-
P3lc2.

22 HR. Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Musaqat, no. 1605: «¥ _Sisy ¥} (hliy,
2 Tlham Fikri, “Alasan Mengapa Praktik Monopoli Kartel Dilarang Islam.,” muidigital,

2022, https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/ekonomi-syariah/35884/alasan-mengapa-praktik-
monopoli-kartel-dilarang-islam/.



kesejahteraan bersama.>* Kasus kartel minyak goreng ini menjadi bukti nyata
perlunya penerapan prinsip kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial
dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi
syariah, untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa diperlukan
kajian mengenai konsistensi dan efektivitas penerapan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dari waktu ke waktu melalui perspektif hukum ekonomi
syariah yang menitikberatkan pada keadilan pasar dan kemaslahatan
masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap
Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 dan Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022
dalam industri minyak goreng melalui telaah kepustakaan atas UU No. 5 Tahun
1999, peraturan pelaksana, putusan KPPU, serta literatur hukum persaingan
usaha dan hukum ekonomi syariah, untuk menilai sejauh mana praktik
monopoli dan kartel yang memicu fluktuasi harga dan kelangkaan minyak
goreng telah dikoreksi secara adil bagi konsumen dan pelaku usaha kecil.

Berangkat dari fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini
menjadi semakin penting untuk dilakukan dalam perspektif hukum ekonomi
syariah karena prinsip keadilan (‘adl), kejujuran (amanah), transparansi
(syafdfiyah), dan kemaslahatan bersama (maslahah) memberikan landasan etis
bagi penilaian penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dan putusan KPPU mengenai

minyak goreng, serta ditujukan untuk mengisi kekosongan kajian terkait

24 Chusnul Arisma et al., “Dampak Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Dalam
Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah,” Igtisodina 6, no. 1 (July 17, 2023):
78-83, https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v6il.6921.



larangan kartel dan prinsip keadilan pasar dalam analisis putusan KPPU
tentang minyak goreng dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam
penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada
penjualan minyak goreng berdasarkan Putusan KPPU?

2. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan (‘adl), kejujuran (amanah),
transparansi (syafafiyah), dan kemaslahatan (maslahah) dalam hukum
ekonomi syariah mengevaluasi dan melengkapi implementasi UU No.
5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU terkait minyak goreng?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Bedasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak
dicapai adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dalam penanganan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat pada penjualan minyak goreng
berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU).

b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU terkait

minyak goreng berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (‘adl),
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kejujuran  (amanah), transparansi  (syafafiyah), dan

kemaslahatan (maslahah) dalam hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini mencakup

beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

a.

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya
dalam bidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi
syariah. Melalui pendekatan normatif terhadap putusan KPPU,
penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai
implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam
praktik penegakan hukum persaingan usaha.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas
kajian integratif antara hukum positif dan prinsip-prinsip
hukum ekonomi syariah dalam mengevaluasi praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga memberikan
landasan konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami
keadilan ekonomi.

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan akademik dalam memahami penerapan Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan putusan KPPU,
khususnya dalam perkara terkait minyak goreng.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa,
akademisi, maupun peneliti yang tertarik pada kajian hukum
persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan,
kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan dalam praktik

penegakan hukum persaingan usaha.

C. Telaah Pustaka

Persaingan usaha merupakan mekanisme pasar yang penting untuk menjamin
alokasi sumber daya yang efisien serta memastikan hak dan kepentingan
konsumen terlindungi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 menjadi instrumen hukum utama yang mengatur larangan praktik
monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Rahman (2024)
mengidentifikasi bahwa struktur pasar minyak goreng di Indonesia didominasi
oleh beberapa pelaku usaha besar yang memungkinkan terjadinya praktik
kartel atau monopoli.?Penegakan hukum di bawah UU No 5 Tahun 1999 ini

berfokus pada pembuktian dan pengawasan yang menantang karena diperlukan

25 Arif Rahman, “Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum
Persaingan usaha,” Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2023,
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Jurnal Arif Rahman (D1A118036).pdf.



12

bukti konkrit untuk membuktikan adanya pelanggaran, termasuk praktik kartel
yang seringkali dilakukan secara tersembunyi.

Studi Tjen, Widiarty, dan Betlehn (2024) menyoroti pentingnya peran
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menggunakan pendekatan
diskresioner dengan metode pembuktian yang meliputi analisis data
ekonometrik dan perhitungan volume produksi serta pembelian bahan baku
seperti CPO (Crude Palm Oil) untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan
adanya praktik monopoli atau kartel. >’ Penerapan teknik pembuktian ini
memperlihatkan bahwa proses hukum dalam persaingan usaha harus berbasis
data dan bukti empiris yang transparan agar keputusan hukum dapat diterima
secara adil.

Tantangan pembuktian kasus kartel terutama terletak pada kesulitan
memperoleh bukti yang nyata, mengingat praktik tersebut biasanya dilakukan
secara tersembunyi. Studi yang dilakukan oleh Ikhwan dan Fitriana (2023)
menunjukkan bahwa kartel dalam distribusi minyak goreng berkontribusi pada

fluktuasi harga signifikan dan kelangkaan barang, sehingga merugikan

26 Luki Alvino, Firdaus Firdaus, and Setia Putra, “Penggunaan Bukti Petunjuk Dalam
Proses Pembuktian Perkara Persaingan Usaha Dan Monopoli Dalam Pengadilan Indonesia,” Jurnal
Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 4. D (2025): 67-80.

27 Yoel Christopher Tjen, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn, “Analisis Yuridis
Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-1/2022,” Sang Pencerah: Jurnal
Illmiah  Universitas Muhammadiyah Buton 10, no. 3 (August 10, 2024): 871-82,
https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i3.5294.
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konsumen dan pelaku usaha kecil yang rentan terhadap ketidakstabilan pasar.?

Penegakan hukum oleh KPPU sangat diperlukan namun menghadapi kesulitan
seperti pembuktian hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Menurut
Tjen dkk. (2024), prosedur pembuktian pelanggaran monopoli harus
mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan, yang juga merupakan nilai
inti dalam hukum ekonomi syariah.?

Dalam ranah hukum ekonomi syariah, persaingan usaha dan larangan
monopoli tidak hanya dipandang sebagai persoalan legal formal semata, tetapi
juga sebagai isu moral dan sosial. Literatur mengenai hal tersebut menyatakan
bahwa praktik monopoli atau ihtikar dalam ekonomi Islam dipandang
melanggar prinsip dasar keadilan (‘adl), kejujuran (amanah), dan
kemaslahatan masyarakat (maslahah).’’Keadilan dalam konteks ini berarti
pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan secara tidak adil dengan
menimbun barang atau mengendalikan pasar untuk merugikan konsumen dan
pelaku usaha kecil.*'Hukum ekonomi syariah menuntut adanya transparansi

(syafafivah) dalam proses bisnis dan perlindungan hak-hak semua pihak

28 Viranti Nur Ikhwan, Yulianto Syahyu, and Diana Fitriana, “Penegakan Hukum Terhadap
Praktik Kartel Dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan,” Journal of Law and Security
Studies 2, no. 1 (June 30, 2025): 42—57, https://doi.org/10.31599/znp59k42.

? Tjen, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip
Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-1/2022.”

39 Muhlizar, “Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam,” Jurnal Univa Medan 7, no. 5 (2019): 57-70.

31 Sri Wulandari, Candy Yuniari Putri, and Putri Nailah, “Kegiatan Menimbun Barang
Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam,” Jurnal Religion: Jurnal
Agama, Sosial, Dan Budaya 1 (2023): 975, https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index.
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sebagai bagian dari amdanah yang harus dijaga.**Josadi dkk.(2025) menegaskan
bahwa integrasi nilai syariah ke dalam penegakan hukum persaingan usaha
dapat memperkuat regulasi dengan mencegah praktik yang merugikan sosial
dan ekonomi, menitik beratkan pada aspek etika dan moral bisnis sesuai
maqashid syariah.*?

Literatur mengenai Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
khususnya dalam kasus minyak goreng kebanyakan menyoroti upaya
mengatasi hambatan implementasi, memperkuat aspek pembuktian hukum,
menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, dan mengedepankan
perlindungan konsumen dalam mengatur mekanisme persaingan usaha yang
sehat. Putri dan Qamal (2022) mengidentifikasi ketidakjelasan mekanisme
pengembalian kerugian konsumen, urgensi memperkuat regulasi dan
penegakan hukum, serta memastikan pelaku usaha yang merugikan konsumen
bertanggung jawab atas kerugiannya. ** Rahman (2024) mengidentifikasi
ketidakefektifan penerapan regulasi dalam menangani kasus kartel minyak

goreng di Indonesia, hal ini di tinjau dari aspek yuridis hukum positif .%

32 Ratu Sheba et al., “Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan
Asuransi Syari > Ah,” Az Zarga’ 5, no. 1 (2013): 1-14.

33 Josadi et al., “Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal.”

34 Uray Allysa Putri and Muhammad Sodiq Qamal, “Analisis Implementasi Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat Terhadap Kerugian Konsumen,” Tanjungpura Legal Review 6 (2022): 30-41.

35 Rahman, “Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum
Persaingan Usaha.”
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Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat dua gap signifikan yang
akan diisi oleh penelitian ini. Pertama, belum ada penelitian yang secara
komprehensif menganalisis efektivitas implementasi UU No. 5 Tahun 1999
dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada
sektor minyak goreng, baik dari sisi struktur pasar, tantangan pembuktian,
maupun kinerja penegakan hukum oleh KPPU terhadap kepentingan konsumen
dan pelaku usaha kecil. Kedua, belum ada kajian yang secara khusus
mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan
(‘adl), kejujuran (amanah), transparansi (syaffafiyah), dan kemaslahatan
(mashlahah) sebagai kerangka alternatif untuk mengevaluasi praktik monopoli
dan ihtikar pada sektor strategis minyak goreng di Indonesia.

Gap ini fundamental karena meskipun Indonesia memiliki mayoritas
populasi Muslim, integrasi nilai-nilai syariah dalam analisis kebijakan
persaingan usaha masih terbatas pada diskusi teoretis tanpa aplikasi konkret
pada kasus sektor strategis. Penelitian ini berkontribusi mengisi gap tersebut
dengan mengintegrasikan dual framework hukum positif dan hukum ekonomi
syariah dalam analisis implementasi regulasi persaingan usaha terhadap praktik
monopoli minyak goreng secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini
mengisi kekosongan literatur dengan menilai efektivitas penerapan UU No. 5
Tahun 1999 melalui lensa keadilan ekonomi Islam untuk menciptakan
persaingan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermoral.

D. Kerangka Teori
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Teori persaingan usaha berangkat dari konsep bahwa pasar yang sehat
menuntut adanya persaingan yang adil antar pelaku usaha untuk menjamin
efisiensi alokasi sumber daya dan perlindungan konsumen. Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat menjadi instrumen hukum utama yang mengatur larangan praktik
monopoli, kartel, dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia
(Rahman, 2024). *¢ Praktik-praktik seperti pengaturan harga, pembatasan
distribusi, dan penguasaan pasar oleh sebagian pelaku usaha dapat merusak
mekanisme pasar dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha
kecil (Tjen dkk., 2024).3"Penegakan hukum dalam konteks ini membutuhkan
pembuktian yang transparan dan berbasis data empiris agar keputusan hukum
dapat diterima secara adil dan mendorong persaingan yang schat (Putri &
Qamal, 2022).°% Dengan demikian, teori persaingan usaha menyediakan
kerangka analitis untuk menilai efektivitas pengaturan dan penegakan hukum
persaingan guna menciptakan pasar yang kompetitif dan adil.

Teori hukum ekonomi syariah menekankan bahwa kegiatan ekonomi
tidak hanya harus mematuhi aturan hukum formal, tetapi juga nilai moral dan
etika yang bersumber dari prinsip keadilan (‘adl), kejujuran (amanah),

transparansi (syafdfiyah), dan kemaslahatan bersama (maslahah). Dalam

36 Ibid.

37 Tjen, Wiwik Sri Widiarty, and Andrew Betlehn, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip
Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-1/2022.”

38 Ibid.
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konteks persaingan usaha, monopoli, kartel, dan penimbunan (iktikar) dinilai
sebagai perbuatan tercela yang dilarang karena menghambat distribusi
kekayaan secara adil dan merugikan masyarakat yang lebih luas (Al-Qur’an,
Al-Hasyr :7). Sejarah Islam bahkan mencatat pembentukan lembaga pengawas
pasar, Hisbah, yang berfungsi untuk mengawasi praktik usaha agar sesuai
prinsip syariah dan mencegah ketidakadilan (Mutmainnah, D. 2023).*°Integrasi
ajaran syariah dalam pengaturan persaingan usaha membawa dimensi etis yang
lebih kuat guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya legal tetapi
juga bermoral dan berkelanjutan (Hasbullah, M.A. 2022).4°Oleh karena itu,
teori hukum ekonomi syariah menjadi dasar penting untuk mengevaluasi dan
memperkuat implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam konteks
keadilan ekonomi menurut perspektif Islam.

Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, Teori Persaingan Usaha dan
Teori Hukum Ekonomi Syariah memberikan kerangka analitis yang lebih
komprehensif dengan mempertimbangkan aspek legal formal sekaligus nilai-
nilai keadilan ekonomi Islam guna menciptakan mekanisme persaingan usaha
yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap kerangka berpikir
yang menjadi landasan dalam penelitian ini, peneliti menyajikan sebuah

diagram konseptual sebagai bentuk visualisasi yang merepresentasikan

39 Josadi et al., “Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal.”

40M Afif Hasbullah, “Business Competition Law in the Perspective of Islamic Business
Ethics,” Journal of Positive School Psychology 2022, no. 5 (2022): 621626, http://journalppw.com.
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hubungan antar konsep utama. Dengan demikian, diharapkan diagram
konseptual ini dapat membantu pembaca dalam menangkap keseluruhan alur

pemikiran serta konteks penelitian secara lebih jelas dan menyeluruh.

Larangan Kartel &
Keadilan Pasar Minyak
Goreng (Putusan KPPU)

Struktur pasor (oligopol dan
konsentrasi pasor)

Kartel don penetapan
harge (peice fixing cartel)

\ —

|

Xekuatan pasor dan
posisi dominan (market
power & abuse of
dominance)

r

Integrasl teori
—> persaingan usoho don —
hukum skonomi syariah

Gambar 1. 1 Diagram Konseptual

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah

penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan
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menganalisis berbagai bahan pustaka yang relevan, seperti peraturan
perundang-undangan, putusan lembaga peradilan atau quasi peradilan,
buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada kajian dokumen
hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam
penjualan minyak goreng serta implementasi UU No. 5 Tahun 1999
berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Data utama yang
digunakan berasal dari bahan-bahan hukum dan literatur yang tersedia
di perpustakaan, basis data hukum, dan sumber kepustakaan lainnya,
sehingga penelitian ini tidak bergantung pada pengumpulan data
lapangan sebagai sumber data utama.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif-analitis berarti
penelitian bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, teratur,
dan faktual mengenai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
khususnya dalam konteks penjualan minyak goreng, sekaligus
menganalisisnya secara kritis.

Melalui sifat deskriptif analitis, penelitian ini tidak hanya
memaparkan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji
bagaimana norma tersebut dipahami dan diinterpretasikan dalam

doktrin hukum serta menilainya dari perspektif prinsip-prinsip keadilan
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dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait larangan monopoli dan

ihtikar (penimbunan).

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (juga disebut
penelitian hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif adalah
metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah
bahan-bahan pustaka dan mengkaji norma-norma hukum positif yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan lembaga
terkait, doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah analisis terhadap
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, peraturan pelaksana, dan putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan
minyak goreng, serta pengkajiannya dari sudut pandang hukum
ekonomi syariah. Pendekatan yuridis normatif ini menempatkan hukum
sebagai norma tertulis yang dikaji melalui bahan hukum primer, dan
sekunder.

Walaupun penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan,
wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan pejabat KPPU

tetap digunakan sebatas sebagai informasi pendukung untuk
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memperkaya pemahaman empiris terhadap implementasi norma, bukan
sebagai dasar utama penarikan kesimpulan penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder.

a. Data primer adalah data pokok yang diperoleh peneliti langsung
dari sumber pertama melalui wawancara terstruktur. Penelitian ini
menggunakan data primer berupa hasil wawancara, wawancara
dilakukan Untuk memvalidasi hasil dari penelitian yang dilakukan
penulis dengan seorang Kepala Penegakan Hukum Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VII.

b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak
secara langsung dari subjek penelitian. Tetapi studi kepustakaan
dengan membaca dan mengutip buku,jurnal, serta bahan lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

b)Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009, Putusan Nomor

15/KPPU-1/2022

¢) Sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) terkait larangan

ihtikar
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2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

buku,jurnal,skripsi,artikel dan internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung antara
bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum,kamus

besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library

Research) dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan

data utama yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi,
menelusuri, dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini meliputi
penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, buku,
jurnal, artikel ilmiah, dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan
hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara
Wawancara dengan pejabat KPPU yang telah dilakukan digunakan
secara terbatas sebagai data pendukung. Informasi dari wawancara
dipergunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik
penegakan hukum persaingan usaha dan implementasi UU No. 5

Tahun 1999 di lapangan, namun tidak menjadi dasar utama
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penentuan temuan dan kesimpulan penelitian, yang tetap bertumpu
pada analisis bahan-bahan kepustakaan.
6. Metode Analisis Data
Data yang terkumpul, baik berupa bahan hukum primer, sekunder,
maupun bahan pendukung, dianalisis menggunakan metode analisis
kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif
dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan
mengkonstruksi hubungan antara norma-norma hukum positif, doktrin,
serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan.

Metode penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif,
yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah
menuju analisis terhadap kasus khusus praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan minyak goreng. Melalui
penalaran deduktif ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian praktik
tersebut dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 serta nilai-nilai

keadilan dan etika ekonomi dalam perspektif syariah.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan alur pembahasan yang teratur dan sistematis, penelitian ini
dibagi oleh peneliti ke dalam lima sub bab sebagai berikut:

Bab I yang berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang
persoalan terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya

dalam penjualan minyak goreng. Selain itu, Bab I merumuskan permasalahan
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yang akan diteliti, tujuan, dan manfaat penelitian, serta menyajikan telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika
pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab II bab ini memuat pengembangan landasan teori yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab pertama. Pada bab ini
berisi pembahasan mengenai teori persaingan usaha dan teori hukum ekonomi
syariah.

Bab III menyajikan gambaran umum praktik monopoli dan persaingan
usaha dalam industri minyak goreng di Indonesia, meliputi posisi strategis
sektor ini, struktur pasar, tingkat konsentrasi pelaku usaha, serta integrasi
vertikal dari hulu hingga hilir. Selain itu, bab ini menguraikan secara ringkas
perkara KPPU dalam Putusan Nomor 24/KPPU-1/2009 dan Putusan Nomor
15/KPPU-1/2022.

Bab IV mencakup dua pokok pembahasan yang disusun sesuai dengan
rumusan masalah penelitian. Pertama, analisis mengenai implementasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penanganan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat pada penjualan minyak goreng berdasarkan
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua, kajian terhadap
implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dari perspektif
hukum ekonomi syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan (‘adl),

kejujuran (amanah), transparansi (syafafivah), dan kemaslahatan (maslahah)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ~ hasil  penelitian  mengenai  implementasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU terkait

minyak goreng dan evaluasinya dalam perspektif hukum ekonomi

syariah, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:

1.

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam
Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 dan Putusan No.
15/KPPU-1/2022 pada dasarnya sudah menegaskan larangan
perjanjian penetapan harga, kartel, dan pembatasan peredaran
barang, serta berhasil dibuktikan melalui kombinasi bukti
langsung dan bukti tidak langsung berupa pola harga, volume
produksi, dan missing volume distribusi. Namun efektivitasnya
masih terbatas karena kendala pembuktian, keterbatasan
kewenangan, besaran denda yang belum menimbulkan efek jera
kuat, serta ketiadaan mekanisme pemulihan langsung bagi
konsumen dan pelaku usaha kecil sehingga struktur pasar
minyak goreng yang oligopolistik belum banyak berubah.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kedua putusan

minyak goreng cenderung selaras dengan prinsip keadilan ( ‘ad/),

111
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kejujuran  (amanah),  transparansi  (syafafivah), dan
kemaslahatan (maslahah), tetapi penerapannya belum optimal.
Putusan KPPU telah mengoreksi praktik ihtikar dan memberi
kontribusi pada al-maslahah al-‘aGammah, namun keadilan
substantif dan perlindungan al-maslahah al-khassah kelompok
lemah masih kurang karena kerugian tidak terpulihkan secara
proporsional, keterbukaan informasi pasar belum memadai, dan
potensi penyalahgunaan kekuatan pasar tetap berisiko berulang.
B. Saran

Merujuk pada temuan dan kesimpulan penelitian, saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian, pembuat kebijakan dan KPPU
perlu memperkuat efektivitas penegakan Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 di sektor minyak goreng melalui penguatan
instrumen pembuktian dan desain sanksi. Formula penetapan
denda sebaiknya dikaitkan secara lebih tegas dengan durasi
pelanggaran, besaran keuntungan ilegal, dan kerugian konsumen,
sehingga sanksi menjadi cukup berat dan tidak lagi dipandang
sebagai biaya bisnis oleh konglomerasi besar, serta dilengkapi
mekanisme pemulihan kerugian konsumen, misalnya melalui

skema restitusi atau kompensasi kolektif, sebagai wujud
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perlindungan keadilan distributif dan maslahah bagi kelompok
lemah.

. Dari sisi etis dan kelembagaan, KPPU dan pelaku usaha di sektor
minyak goreng perlu menata praktik bisnis dan pengawasan agar
selaras dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, transparansi
(syafafivah), dan kemaslahatan (maslahah) dalam hukum
ekonomi syariah. Praktik kartel, penimbunan, dan manipulasi
distribusi harus ditinggalkan karena bertentangan dengan
larangan ihtikar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha
kecil, sedangkan pelaku usaha perlu menetapkan harga secara
wajar, membuka informasi yang benar mengenai pasokan, dan
menggunakan kekuatan pasar secara bertanggung jawab untuk
membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha jangka
panjang.

. Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan karena berfokus
pada analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang No. 5
Tahun 1999, peraturan pelaksana, putusan KPPU, dan literatur,
sehingga perspektif empiris pelaku lapangan belum tergali
secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui
wawancara mendalam dan/atau survei terhadap konsumen,
pelaku usaha kecil, produsen minyak goreng, serta regulator,

guna memetakan secara konkret dampak praktik persaingan
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usaha tidak sehat, tantangan perlindungan konsumen, posisi
tawar pelaku usaha kecil, dan sejauh mana prinsip ‘ad/, amanabh,
syafafivah, maslahah benar-benar terimplementasi dalam

kebijakan dan praktik pasar.
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